BAB Il
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk
mewujudkan pemenuhan asas kesejahteraan di dalam sistem penggajian DKI

Jakarta dilakukan melalui pelaksanaan sistem penggajian sebagai berikut.

Sistem penggajian yang diterapkan bagi Pegawai Negeri Sipil di DKI Jakarta

mengacu pada PP No 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji PNS. Komponen

gajinya terdiri atas gaji pokok dan tunjangan melekat. Sebagai upaya
pemenuhan asas kesejahteraan di dalam sistem penggajian PNS DKI Jakarta
setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 selain diberikan
gaji, tunjangan dan diikutsertakan ke dalam program pokok yang dibentuk oleh

Pemerintah Pusat seperti Program Pensiun, Program Jaminan Kesehatan,

Program Jaminan Kematian, dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, juga

diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sifatnya sebagai

suplemen penunjang. Pemberian TPP ini merupakan suatu upaya untuk
mewujudkan asas kesejahteraan bagi PNS.
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang penulis berikan, yaitu:

1. Diperlukannya pengawasan dan pemeriksaan secara berkala terhadap
proses penggajian agar tidak terjadi kekeliruan dalam melakukan
pembayaran guna menjamin kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.

2. Diperlukan kerjasama antara setiap pihak dalam hal koordinasi proses

pembaharuan data Pegawai Negeri Sipil agar tidak terjadi keterlambatan
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pemutakhiran data oleh BKD DKI Jakarta.

Diperlukan Koordinasi yang baik antara Pegawai Negeri Sipil dan
atasannya dalam melaporkan capaian Kkinerja untuk menghindari
terpotongnya Tambahan Penghasilan Pegawai.

. Pemerintah perlu membentuk peraturan pelaksana yang mengatur lebih
lanjut mengenai gaji dan tunjangan untuk mengatasi ketimpangan
penghasilan pegawai negeri sipil guna menjamin kesejahteraan Pegawai
Negeri Sipil.

Upaya Kesejahteraan dalam Sistem Penggajian yang diterapkan pada PNS
DKI Jakarta harapannya bisa menjadi bahan perbandingan bagi daerah

lainnya.
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